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Pendahuluan
Pelayanan publik di era digital menuntut kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Sebagai respons, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengembangkan Aplikasi DITAKOPUM sejak 2021, diperkuat Perda

Kabupaten Sidoarjo No. 14 Tahun 2022.

Sebelum DITAKOPUM, pelayanan administrasi koperasi dan UMKM dilakukan manual sehingga birokrasi

lambat, rumit, dan kurang transparan. Kini masyarakat dapat mengurus legalitas usaha, pendaftaran koperasi,

konsultasi, hingga pelatihan secara online. Sepanjang tahun 2024, DITAKOPUM mencatat 29.089 penggunaan

layanan, didominasi legalitas usaha dan perizinan usaha lainnya.

Masih ditemukan kesenjangan implementasi: rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, ketimpangan akses

jaringan di wilayah pelosok, kendala teknis, serta aplikasi yang masih berfokus pada layanan administratif.

Jenis Layanan DITAKOPUM Jumlah Penggunaan Persentase

Legalitas Usaha (IUMK, Akta Usaha, NIB) 10.425 35,8%

Perizinan Usaha Lainnya (Revisi, Perpanjangan, OSS) 6.312 21,7%

Pendataan dan Pembaruan Profil UMKM 5.728 19,7%

Layanan Lainnya (Koperasi, Bantuan, Konsultasi, Pengaduan, Verifikasi) 6.624 22,8%

Total 29.089 100%
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Seberapa efektif Aplikasi DITAKOPUM sebagai kemudahan dalam pelayanan publik

di Kabupaten Sidoarjo, ditinjau dari lima indikator efektivitas organisasi menurut

Richard M. Steers, yaitu pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, kuantitas dan kualitas

hasil, efisiensi waktu dan biaya, serta adaptabilitas terhadap kebutuhan masyarakat?
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Metode
Jenis Penelitian

Deskriptif Kualitatif

Lokasi Penelitian
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Sumber Data
Primer (wawancara, observasi, dokumentasi) dan Sekunder (dokumen 
kebijakan, laporan program, arsip Diskopum, publikasi akademik)

Teknik Penentuan Informan Purposive Sampling

Informan
Kasubag Diskopum, staf pendamping lapangan, pelaku koperasi dan UMKM

Keabsahan Data
Triangulasi sumber dan teknik

Teknik Analisis Data
Model interaktif Miles & Huberman (pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi)
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Hasil dan Pembahasan
1. Pencapaian Tujuan
Hasil analisis menunjukkan bahwa Aplikasi DITAKOPUM telah
berhasil mencapai tujuan awalnya, yaitu mempermudah
legalisasi dan pendataan UMKM. Pencapaian tujuan
pelayanan dapat dinilai efektif karena hasil implementasi
sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Hal ini diperkuat dalam penelitian Dwiyanto [20] bahwa
bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya
diukur dari keberadaan layanan itu sendiri, tetapi juga dari
kemampuannya memberikan kepastian prosedur,
kemudahan akses, serta rasa aman bagi masyarakat
sebagai pengguna layanan, sehingga pelayanan benar-
benar berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan
publik. Lebih lanjut dalam penelitian Saptaningtyas. yang
menyebutkan bahwa Aplikasi DITAKOPUM efektif
mendukung percepatan layanan legalisasi usaha dengan
prinsip support, capacity, dan value. Analisisnya,
pencapaian tujuan aplikasi tercermin dari meningkatnya
jumlah UMKM yang terdaftar resmi dan percepatan
penerbitan surat izin usaha.

Gambar 1. Sosialisasi Kemudahan Perizinan UMKM

Sumber: Antara News Jawa Timur
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Hasil dan Pembahasan
2. Ketepatan Sasaran

Menilai apakah program telah menjangkau kelompok penerima
manfaat yang ditetapkan, yaitu koperasi dan UMKM. Staf Diskopum:
“Aplikasi DITAKOPUM memang difokuskan untuk UMKM dan
koperasi, sehingga sesuai dengan sasaran awal.” Masih ditemukan
kendala keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi
digital, terutama di wilayah pelosok. Ketepatan sasaran secara
konseptual telah terpenuhi, namun keterjangkauan layanan belum
sepenuhnya merata sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan
pendampingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan
kelompok sasaran program telah konsisten dengan tujuan yang
dirumuskan, yakni koperasi dan pelaku UMKM sebagai penerima
layanan utama. Berdasarkan Teori Efektivitas menurut Richard M.
Steers, kondisi tersebut mencerminkan terpenuhinya indikator
ketepatan sasaran secara konseptual, meskipun tingkat
keterjangkauan layanan belum sepenuhnya optimal akibat
keterbatasan akses teknologi dan kapasitas pengguna. Maka dari
itu, perlu adanya peran pemerintah untuk upaya meningkatkan
sosialisasi serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara
berkelanjutan.

Gambar 2. Peluncuran Sosialisasi Kemudahan Berusaha atau NIB 

Kecamatan Tulangan

Sumber: Radar Sidoarjo
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Hasil dan Pembahasan
3. Kuantitas dan Kualitas Hasil

Kuantitas dinilai dari jumlah output layanan; kualitas dinilai dari

mutu, ketepatan, dan kemanfaatan data bagi pengguna.

Kasubag Diskopum: “Ribuan UMKM telah terdaftar melalui Aplikasi

DITAKOPUM, jumlahnya meningkat signifikan dibanding sebelum

aplikasi berjalan.” Data yang dihasilkan lebih rapi dan terintegrasi,

meski masih ditemukan kesalahan input oleh pengguna yang

memerlukan pendampingan teknis. Peningkatan jumlah UMKM

terdata merepresentasikan capaian kuantitas, sedangkan

keteraturan data merefleksikan kemajuan kualitas layanan.

Hasil analisis indikator kuantitas dan kualitas hasil menunjukkan

bahwa capaian layanan telah meningkat dari sisi jumlah output

dan mutu hasil yang dihasilkan. Dalam perspektif efektivitas

menurut Richard M. Steers, kondisi ini menandakan terpenuhinya

dimensi kuantitas dan adanya kemajuan pada dimensi kualitas,

meskipun konsistensi data masih dipengaruhi oleh proses

pengisian sehingga memerlukan penguatan pendampingan

teknis.

Gambar 3. Sosialisasi KUR bagi UMKM di Sidoarjo bersama 

Perbankan dan Pihak Terkait

Sumber: pdiperjuangan-jatim.com
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Hasil dan Pembahasan
4. Efisiensi Waktu dan Biaya
Efisiensi diukur dari kemampuan organisasi menghasilkan output secara hemat waktu, biaya, dan tenaga. Pelaku

UMKM: “Pengurusan surat sekarang hanya butuh 2–3 hari, jauh lebih cepat dibanding sistem manual. Semua layanan

melalui aplikasi juga gratis.”

No. Aspek Sebelum DITAKOPUM Sesudah DITAKOPUM Sumber

1 Waktu Pengurusan Surat ± 7-14 Hari Kerja 2-3 Hari Kerja
Wawancara Pelaku 

UMKM, 2025

2 Biaya Layanan
Rp. 50.000 – Rp. 100.000 (berkas 

manual)
Gratis

Wawancara Pelaku 

UMKM, 2025

Dari aspek biaya, pernyataan pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan diberikan secara

gratis, hal tersebut mengindikasikan adanya pengurangan beban finansial yang sebelumnya muncul dalam proses

pelayanan manual, yang memungkinkan terjadinya pungli (pungutan liar). Kondisi ini menandakan ada pergeseran

mekanisme pelayanan ke arah sistem yang transparan dan terstandar, sehingga hubungan antara pemberi dan

penerima layanan menjadi lebih jelas dan terkontrol. Dalam perspektif Teori Efektivitas Organisasi, penghapusan

biaya layanan mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya karena tujuan pelayanan dapat dicapai tanpa

menambah beban ekonomi masyarakat, sekaligus dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas proses

pelayanan publik.
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Hasil dan Pembahasan
5. Adaptabilitas terhadap Kebutuhan Masyarakat

Kapasitas organisasi menyesuaikan sistem kerja dan layanan terhadap

perubahan lingkungan serta kebutuhan pengguna. Kasubag Diskopum:

“Aplikasi cukup fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis

usaha, dari kuliner hingga perdagangan, namun masih perlu

pengembangan.” Pelaku UMKM mengusulkan pengembangan lanjutan

berupa integrasi marketplace dan fitur ekspor untuk memperluas

jangkauan pemasaran. Adaptabilitas terwujud pada tataran operasional,

namun pada tataran strategis masih memerlukan pengembangan

berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa adaptabilitas Aplikasi

DITAKOPUM telah terwujud pada tataran operasional, namun belum

berkembang secara maksimal pada tataran strategis. Sistem mampu

menyesuaikan diri dengan variasi jenis usaha, tetapi belum sepenuhnya

mengikuti dinamika kebutuhan pasar dan perluasan usaha. Situasi ini

menunjukkan bahwa efektivitas pada aspek adaptabilitas masih bersifat

terbatas dan memerlukan pengembangan berkelanjutan agar

kesesuaian antara sistem dan kebutuhan nyata pelaku UMKM dapat

terwujud secara lebih luas dan berkesinambungan.

Gambar 4. Pelatihan untuk Transfer Skill yang 

Menunjukkan Kemampuan Adaptasi UMKM

Sumber: Antara New Jawa Timur
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Temuan Penting Penelitian
Aplikasi DITAKOPUM terbukti cukup efektif dalam mendukung transformasi pelayanan

publik berbasis digital di Kabupaten Sidoarjo: mempercepat legalisasi usaha,

menjangkau koperasi dan UMKM sebagai sasaran utama, meningkatkan kuantitas

dan kualitas data UMKM, memangkas waktu layanan dari 7–14 hari menjadi 2–3 hari

tanpa biaya, serta cukup adaptif terhadap berbagai jenis usaha. Namun demikian,

pemerataan akses, literasi digital, dan pengembangan fitur lanjutan seperti integrasi

marketplace dan ekspor masih diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik

secara berkelanjutan.
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Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

• Penelitian ini diharapkan menambah kajian dan referensi ilmiah mengenai efektivitas pelayanan

publik berbasis digital, khususnya melalui Aplikasi DITAKOPUM di bidang tata kelola koperasi dan

usaha mikro.

Manfaat Praktis

• Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan efektivitas layanan, khususnya penguatan literasi

digital, dukungan teknis, dan pemerataan infrastruktur jaringan.
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